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1.  
 
1. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 
23/PHP.BUP-XIX/2021, dan 68/PHP.BUP-XIX/2021, dan 127/PHP.KOT-
XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. 

 
  
 
 Sebagaimana persidangan yang pertama, berlaku protokol 

kesehatan, ya. Jadi, durasi pertemuan ini supaya bisa lebih dipersingkat. 
Kalau terlalu lama berbahaya kerena bisa menjadi klaster penyebaran 
Covid … kalau sekarang Covidnya 21, sudah enggak 19 kayaknya.  

Baik. Oleh karena itu, bicaranya yang efektif, efisien, ya, tidak 
bertele-tele, pokok-pokoknya saja. Ya, baik, bagi Termohon, Pihak 
Terkait, maupun Bawaslu. Nanti akan kita pandu supaya agak cepat.  

Baik. Sekarang siapa yang hadir, Pemohon 23/PHP.BUP-XIX/2021?  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kita dari Kuasa Pemohon Perkara 

Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021, hadir secara luring Eka Putra Sasmija saya 
sendiri, dan Aktony Seni, serta secara daring Eri Surya Wibowo, Rike 
Ardila Saputri Nasution. 

 
3. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik.  
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Mohon maaf, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Kita ingin ... kami dari Kuasa Pemohon ingin mengonfirmasi 

terkait Surat Kuasa.  

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.12 WIB 

KETUK PALU 3X 
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7. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kenapa Surat Kuasa?  
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Bahwasanya waktu mendaftarkan Permohonan di tanggal 18 itu 

(..) 
 

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 He em. 
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Kami melampirkan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember, lengkap 

dengan tanda tangan (…) 
 

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

 He em. 
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Pemberi dan penerima kuasanya. 
 

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Dan di tanggal 22 Desember, kami melakukan perbaikan karena 

ada salah pengetikan. 
 

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu yang hanya anu toh … yang di tengah itu, kan? Lembar yang 
di tengah? 
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16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Ya, siap, Yang Mulia.  
 

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, kan?  
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

 
 Ya. 
 

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, sudah dimengerti oleh Mahkamah.  
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: EKA PUTRA SASMIJA 

  
 Terima kasih, Yang Mulia. 

 
21. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Pemohon 68/PHP.BUP-XIX/2021? 
 

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Kuasa Hukum Perkara 

68/PHP.BUP-XIX/2021, Saut Maruli Tua Manik. Terima kasih, Yang Mulia.  
 
23. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Pemohon 127/PHP.KOT-XIX/2021? 
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Secara luring yang hadir saya sendiri, 

Andi Ryza Fardiansyah dan rekan Ferry Iman Halim. Sedangkan yang 
secara daring, yang hadir adalah Ridwan Rusliadi, Satria Awangga, Rima 
Gravianty Baskoro, dan Hanafiah. Terima kasih, Yang Mulia.  
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25. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Sekarang Termohon 23/PHP.BUP-XIX/2021? 
 

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Yang Mulia, pada kesempatan ini Termohon 23/PHP.BUP-

XIX/2021 hadir, saya Idris Sopian Ahmad (Kuasa Hukum). Kemudian, 
Pak Rio Akmal Bukit (Divisi Teknis KPU Lingga). Dan secara daring, yang 
hadir Ibu Juliyati (Ketua) dan Bapak Zulyadin (Divisi Hukum). Terima 
kasih, Ketua. 

 
27. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Termohon 68/PHP.BUP-XIX/2021? 
 

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Termohon Nomor 68/PHP.BUP-

XIX/2021 secara luring hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Eko 
Perdana Putra dan juga Komisioner KPU Kabupaten Karimun, Bapak 
Ahmad Sulton. Secara daring, itu hadir Pak Ir. Fahrur Razi dan Medianto. 
Terima kasih, Yang Mulia. 

 
29. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Termohon 127/PHP.KOT-XIX/2021? 
 

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Komisioner KPU Batam, Bapak 

Martius dan saya Sigit Nurhadi Nugraha (Kuasa Hukum).  
 

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Sekarang Pihak Terkait. Pihak Terkait 23/PHP.BUP-
XIX/2021? 
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32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir secara langsung, Dr. 

Ahmad dan Andre Reynaldo, S.H. Yang hadir secara daring, ada R. 
Ahmad Waluya, M. Imam Nasef, Isnaldi, Zul Fahmi, Erni Rasyid, Abdul 
Hafid, dan insyaallah Pihak Prinsipal M. Nizar, S.Sos, dan Neko Wesha 
Pawelloy hadir secara daring, Yang Mulia. Terima kasih. 

 
33. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Pihak Terkait 68/PHP.BUP-XIX/2021? 
 

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Dalam persidangan ini, hadir rekan 

saya di belakang Saudara Mukhlis dan saya sendiri Muhammad Asrun. 
Kemudian secara online, hadir Prinsipal Pak Aunur Rafiq dan Pak Anwar 
Hasyim. Dan juga rekan Hasrul Benny Harahap dan kawan-kawan. 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
35. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Pihak Terkait 127/PHP.KOT-XIX/2021? 
 

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir secara luring, saya sendiri 

Atang Irawan dan rekan saya Regginaldo Sultan. Yang secara daring, 
ada Aperdi Situmorang dan Zudy Fardy. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
37. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu 23/PHP.BUP-XIX/2021? 
 

38. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 

 Baik. terima kasih, Yang Mulia. Hadir secara langsung, saya 
sendiri Zamroni, S.H., M.M. didampingi oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, 
S.H. Dan secara daring, ada Bapak Ardy Auliya dan Ibu Fidya Asrina 
(Anggota Bawaslu Lingga). Terima kasih, Yang Mulia. 
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39. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. 
 Bawaslu 68/PHP.BUP-XIX/2021? 

 
40. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Karimun 
terkait Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir dalam 
persidangan ini saya sendiri, Tiuridah Silitonga, S.T., M.M. dan Pak 
Nurhidayat, S.Sos. Sedangkan secara daring, Pak Mohammad Fadli, S.H.  

 
41. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. 
 Bawaslu Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021? 

 
42. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kota Batam Perkara 
Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021, saya sendiri Mangihut Rajagukguk dan 
hadir juga di sini Pak Syailendra Reza. Yang daring, Pak Bosar Hasibuan 
dan juga Helmy. Terima kasih, Yang Mulia.   

 
43. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai untuk mendengarkan 
jawaban Termohon, kemudian kita lanjutkan keterangan Pihak Terkait, 
dan yang terakhir keterangan Bawaslu. Kita mulai dulu 1 perkara selesai, 
ketiga-tiganya, baru kita ke perkara yang lain. Jadi, mohon untuk 
bersabar, ya? Tetapi itu tadi, kita harus berbicara efisien, pokok-
pokoknya saja, ya? Supaya bisa disiapkan dulu, supaya tidak berlarut-
larut dan tidak terlalu panjang yang akan disampaikan. 

 Yang tidak dibacakan, yang tidak disampaikan secara lisan dalam 
persidangan, semuanya dianggap telah dibacakan, ya? Semua dokumen 
telah dibagikan dan sudah diperoleh oleh Para Pihak. Begitu juga untuk 
apa ... buktinya, Para Pihak sudah melakukan inzage, ya? 

Baik, kita mulai dari Termohon Perkara Nomor 23/PHP.BUP-
XIX/2021. 
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44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 23/PHP.BUP-

XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Lingga, Ir. Muhammad Ishak dan Salmizi, Nomor Urut 1. 

 
45. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, saya minta klarifikasi supaya cepat. Apa Saudara 

mengajukan Eksepsi? 
 

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Mengajukan, Yang Mulia. 
 

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Eksepsinya berkenaan dengan apa? 
 

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Pertama, terkait dengan Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 
 

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kenapa menurut Anda Mahkamah tidak berwenang? 
 

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Karena dalam materi Permohonan yang diajukan Pemohon, tidak 

terkait dengan hasil penghitungan suara. 
 

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Terus, Eksepsi yang kedua? 
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52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Kemudian, Eksepsi tentang tenggang waktu dan pengajuan 

Permohonan. 
 

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tenggang waktunya, gimana? 
 

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Termohon mengumumkan keputusan tersebut pada tanggal 15 

Desember 2020. 
 

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Sementara, Termohon mengajukan … Pemohon (…) 
 

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pemohon. 
 

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Sementara Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 18 

Desember 2020. 
 

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, terus kesimpulannya lewat tenggang waktu, menurut Anda? 
 

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Lewat tenggang waktu karena Permohonan harus diajukan … 

terhitung sejak diumumkan. 
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61. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. 
 

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Kemudian, Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak jelas. 
 

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Ada beberapa alasan. Yang pertama, Petitum dalam Permohonan 

Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 
Tahun 2020.  

Kemudian, Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan 
perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan 
Pemohon. 

Selanjutnya, dalil pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan 
masif tidak terurai secara jelas kualifikasinya dan pengaruhnya terhadap 
hasil penghitungan suara. 

Selanjutnya, Petitum 4 bukan merupakan kewenangan 
Mahkamah. 

 
65. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, yang selain ... dianggap dibacakan, selainnya. Sekarang 

Eksepsi Ke-4? 
 

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Masih Eksepsi tentang ini … Petitum tidak didukung dalil (…) 
 

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu dianggap dibacakan, sudah. 
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68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Selanjutnya, Eksepsi Surat Kuasa tidak sah berdasarkan hasil 

pemeriksaan Sidang Pendahuluan yang kemarin, Yang Mulia. 
 

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, jadi juga mempersoalkan Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak 

sah? Ya, tadi Pemohon juga sudah menjelaskan itu. 
Sekarang di dalil Permohonan? 
 

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Dalam Pokok Permohonan. 
 

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dalam Pokok Permohonannya, gimana? 
 

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Pemohon tidak menyajikan data mengenai perselisihan suara, 

sehingga hasil yang telah ditetapkan oleh KPU adalah benar dan tidak 
terbantahkan, sebagaimana dalam poin angka 5 halaman 11. 

 Selanjutnya, terhadap dalil Permohonan sebagaimana diuraikan 
dalam Posita angka 16 sampai dengan angka 17 yang pada intinya 
menyatakan, “Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga telah 
terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, 
sistematis, dan masif.” Terhadap hal-hal tersebut, telah Termohon 
tanggapi di halaman 12, Yang Mulia. 

 
73. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, baik. 
 

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Kemudian, terhadap dalil Pemohon pada angka 18 sampai dengan 

angka 24 halaman 7 sampai dengan halaman 8. Yang pada intinya 
mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja melakukan pembiaran 
adanya mobilisasi massa dengan menggunakan surat pindah memilih 
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melebihi batas jumlah surat suara cadangan yang ditentukan Pasal 20 
ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Terhadap hal tersebut, 
dapat Termohon tanggapi bahwa (…) 

 
75. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu halaman 14, ya? 
 

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Ya, halaman 14. 
 

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Coba, dibacakan itu! 
 

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
Alasan pindah memilih merupakan kebutuhan faktual dari para 

pemilih dan dilakukan sesuai dengan prosedur. 
 Selanjutnya, mulai halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... sampai 

dengan halaman 20, kami menyajikan data-data para pemilih yang 
melakukan pindah memilih dengan alasan faktual masing-masing 
pemilih. 

 
79. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Itu sampai halaman 21 berarti? 
 

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Ya, halaman 21. 
 Selanjutnya, masuk ke halaman 22, Yang Mulia.  
 

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 
 
 
 



12 

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Bahwa pada semua TPS yang ada pemilih tambahan dan ... 

dengan menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan, tidak pernah 
ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon serta tidak ada 
peringatan atau teguran dari pengawas, sebagaimana Bukti T-6. 

 
83. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu pada waktu mencoblos dimulai pada pukul 12.00 WIB sampai 

pukul 13.00 WIB, ya? 
 

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Untuk yang KTP elektronik (...)  

 
85. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 KTP elektronik dan sebagainya itu tadi (...)  
 

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Ya, ya. 
 

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Itu di halaman 22, ya. Jadi, tidak ada hak juga ... anu ... tidak 

melarang hak konstitusional warga untuk memilih? 
 

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-

XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Diberi kesempatan pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 

WIB. Ya, terus? 
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90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Selanjutnya, di halaman 23, itu terdapat tabel. Kesimpulan dari 

tabel tersebut dapat dipahami, adanya pemilih pindahan dan pemilih 
tambahan tidak mengakibatkan kurangnya surat suara. Tidak semua 
orang yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS menggunakan hak 
pilihnya. Jumlah pemilih pindahan tidak dibatasi dengan jumlah surat 
suara cadangan. 

 
91. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. Masih bisa itu diakomodasikan karena sejumlah yang ... 

sejumlah DPT tidak semuanya memilih, ya? 
 Baik, terus? 
 

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Kemudian, ke halaman 24, Yang Mulia.  
 

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Terhadap dalil Pemohon angka 25 sampai dengan angka 31, 

halaman 9 sampai dengan halaman 11. Yang pada pokoknya 
mendalilkan bahwa Termohon melakukan pembiaran adanya keterlibatan 
aparatur sipil negara dalam pemenangan pasangan calon. Terhadap hal 
tersebut, kami tanggapi bahwa dalil ini tidak berdasar dan tidak ada 
relevansinya dengan sengketa hasil. 

 Kemudian, di halaman 25. Terhadap dalil Pemohon angka 32 
sampai dengan angka 34. Yang pada pokoknya menyatakan, “Pasangan 
Calon Muhammad Nizar selaku Petahana memanfaatkan Kepala Desa 
Nerekeh, atas nama Mazlan.” Sama, pada hal tersebut, dapat Termohon 
tanggapi bahwa dalil ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan 
kewenangan Termohon. 

 Selanjutnya terhadap (...)  
 

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak, ini saya tanyakan coba. 
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96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 He eh. 
 

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini dipersoalkan ada laporan ke Bawaslu, enggak, menurut 

Termohon? 
 

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Sampai dengan (...)  
 

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Memang itu bukan kewenangan Termohon, tapi, kan ada laporan 

atau tidak? 
 

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Termohon tidak pernah menerima (...)  
 

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak tahu? 

 
102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-

XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  
 
 Tidak pernah menerima rekomendasi apa pun dari Bawaslu.  
 

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nanti, Bawaslu, ya, yang merespons ini! Terus? 
 

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon angka 35 sampai ang ... 

sampai 38, halaman 12 sampai dengan halaman 13. Yang pada 
pokoknya mendal ... mendalilkan terdapat pemberian kupon kapal gratis 
oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Muhammad Nizar. Terhadap hal 
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tersebut, dapat Termohon tanggapi bahwa dalil ini tidak ada kaitannya 
sama sekali dengan kewenangan Termohon, sama Termohon juga tidak 
pernah mendapat rekomendasi apa pun dari Bawaslu (...)  

 
105. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Terhadap hal tersebut. 
 

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ini nanti Pihak Terkait ini harus dijawab. Baik (...)  
 

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Selanjutnya di halaman 26, Yang Mulia. Terhadap dalil 

Permohonan angka 39 sampai angka dik ... 53 ... halaman 13 sampai 
dengan halaman 17. Yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon 
dengan sengaja mengacaukan dan mengabaikan hak konstitusional 
masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 
2020, juga mendalilkan telah terjadi kelalaian petugas KPPS, sehingga 
terdapat kerusakan suara ... surat suara atau jumlah surat ... jumlah 
suara tidak sah diakibatkan petugas KPPS mengimbau masyarakat 
pemilih untuk membawa pena pada saat hari pencoblosan tanggal 9 
Desember 2020. 

Terhadap hal tersebut, dapat kami tanggapi, Yang Mulia, di 
halaman 27. Ini kami ambil sampel satu saja. Di TPS 3 Marok Tua, 
Kecamatan Singkep Barat, jumlah surat suara tidak sah sebanyak 26 
suara. Dalil Pemohon yang menyatakan kerusakan diakibatkan petugas 
KPP ... KPPS menyuruh masyarakat pemilih untuk membawa pena mas 
... masing-masing dari rumah, sehingga masyarakat berasumsi pena 
digunakan untuk mencoblos surat suara merupakan dalil yang tidak 
benar. Di TPS ini tidak ada surat suara yang tidak sah yang dikarenakan 
coblos atau contreng memakai pulpen. Surat suara tidak sah yang 
berjumlah 26 merupakan akumulasi dari bentuk surat suara tidak sah, 
yaitu, coblos dua kali 8 surat ... 8 surat suara. Coblos lebih dari dua 
kali=6 surat suara. Tidak dicoblos=7 surat suara. Dicoblos di luar gambar 
calon=5 surat suara. 

Selanjutnya terhadap TPS-TPS yang lain, sama. 
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109. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Ya, dianggap dibacakan. 
 

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
Dianggap dibacakan. 
 

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Sekarang Petitum. Ya, Petitumnya sekarang. 
 

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
Petitum, Yang Mulia.  
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi: 
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. 
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan oleh 
Pemohon. 

3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan melewati 
tenggang waktu pengajuan Permohonan, sebagaimana 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas. 
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 Dalam Pokok Permohonan: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256 dan seterusnya. 
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang 
benar adalah sebagai berikut. 

 
113. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, disebutkan nomor urut dan perolehan suaranya saja. 
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114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
1. Nomor Urut 1, perolehan suara=21.533 suara. 
2. Nomor Urut 2, perolehan suara=10.618 suara. 
3. Nomor Urut 3, perolehan suara=22.549 suara. 
Total suara sah=54.700 suara. 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 
 

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia Pak 

Manahan? Cukup. Baik. Terima kasih, ya, Termohon. 
Sekarang Pihak Terkait Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021, silakan 

pokok-pokoknya saja seperti tadi, ya? 
 

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Baik. 
 

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Saudara mengajukan Eksepsi? 
 

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Apa ... menyangkut apa saja? 
 

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim wr. wb. Assalamualaikum wr. wb. 
Terkait dengan bagian Eksepsi, kami mengeksepsi terkait dengan 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...) 
 

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Sama ... sama dengan Termohon? 
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122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Secara prinsip sama dengan Termohon. 
 

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, tapi narasinya dianggap dibacakan, ya. 
 

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Betul. Terkait juga dengan landasan hukum yang kita rujuk. 
 

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Selengkapnya memang kami tuangkan di dalam halaman 10 

sampai halaman ... halaman 3 sampai halaman 10, Yang Mulia, terkait 
dengan kewenangan. 

 
127. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu dianggap dibacakan, sudah. 
 

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Mohon dianggap sudah dibacakan. Terkait dengan tenggang 

waktu juga tadi sama dengan yang disampaikan oleh Pihak Termohon 
(...) 

 
129. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Bahwa Permohonan Pemohon ... Permohonan Pemohon telah 

melewati tenggang waktu. 
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131. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, tenggang waktu. Terus? 
 

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Ini kami jelaskan di halaman 10 (...) 
 

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, enggak usah di ... anu ... dianggap dibacakan, sudah. 
 

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Baik. Pada Eksepsi selanjutnya, terkait dengan pengajuan 

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2020. 
 

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Obscuur, ya? 
 

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Obscuur. Ini terkait dengan SK kemarin, Yang Mulia. Ini perlu 

kami tegaskan karena memang ada fakta di persidangan dan inzage 
yang kami lakukan (...) 

 
137. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Memang ada data yang berdasarkan stempel di MK itu ada 

perbedaan dari keterangan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon tadi. 
 

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
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140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Pada prinsipnya, kami menyerahkan ke Majelis. 
 

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Selanjutnya, terkait dengan obscuur libel. Ada beberapa Posita 

dan Petitum yang tidak sinkron (...) 
 

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu dianggap dibacakan obscuur-nya. 
 

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Yang kami uraian ... betul, dianggap dibacakan, Yang Mulia. 
 

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, sekarang dalil-dalil dalam Pokok Permohonan. 
 

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Terkait dengan Pokok Perkara. Pertama, terkait soal tidak ada 

mobilisasi pemilih atau massa dengan menggunakan surat pindah. Kami 
juga telah menjelaskan di dalam keterangan Pihak Terkait, di antaranya 
tidak terbukti dalil tersebut adanya mobilisasi sebagaimana yang 
dimaksud oleh Pemohon (...) 

 
147. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu mulai halaman 16, ya? 
 

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Betul, kami uraikan di halaman 16.  
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149. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus? 
 

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Selanjutnya (...) 
 

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu ada lampiran-lampiran itu, ya? Ada tabel-tabel, ya? 
 

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Tabel-tabel kami lengkapi dengan tabel terkait dengan (...) 
 

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pemilih pindah itu, ya? 
 

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Pemilih pindah ... pindahan maupun pemilih tambahan.  
 

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Atau tambahan. 
 

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Disertai dengan bukti-bukti, Yang Mulia. 
 

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
  Selanjutnya, pokok perkara terkait dengan dugaan KPU 

Kabupaten Lingga melakukan pembiaran atas keterlibatan ASN. Ini ada 3 
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... 4 rekomendasi yang kami sajikan di dalam keterangan kami. Kami 
juga melampirkan bukti terhadap (...) 

 
159. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Bukti berapa yang dilampirkan itu kalau Anda sebutkan? 
 

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
  Ada PT-24. 
 

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
  PT-25, PT-26, dan PT-27 di ... selengkapnya diuraikan di halaman 

28 sampai 31, angka 1 sampai 7. ASN-ASN yang direkomendasikan dan 
telah ditindak (...) 

 
163. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. 
 

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
  Sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya, tanggapan terhadap 

dugaan pasangan calon atau Pihak Terkait terkait dengan memanfaatkan 
kepala desa. Ini juga status laporannya telah dihentikan, terlampir juga 
Bukti PT-29. Dan tindakan Bawaslu tersebut menghentikan laporan 
terkait dengan tindakan kepala desa, menurut kami, telah sesuai dengan 
asas hukum litis finiri oportet. Jadi, selengkapnya juga kami uraikan di 
halaman 31 dan 32. 

Tanggapan terhadap dugaan pemberian kupon kapal gratis oleh 
tim pemenganan pasangan calon (...) 

 
165. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
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166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
  Atau Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, tidak pernah ada 

laporan atau tidak ada proses yang dilakukan oleh Bawaslu atas dalil 
tersebut. Dan sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juncto Pasal 3 dan Pasal 4 
Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, seharusnya bila Pemohon memang 
memiliki bukti-bukti yang cukup dan relevan, maka dugaan pelanggaran 
tersebut harusnya dilaporkan ke Bawaslu dalam kerangka penyelesaian 
dugaan pelanggaran administrasi pemillihan yang bersifat terstruktur, 
sistematis, dan masif. 

Lebih lanjut, kami uraikan juga terkait dengan adanya Petitum 
Pemohon terkait diskualifikasi. Ini juga bertentangan dengan ... 
khususnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah kami rujuk, di  
antaranya adalah Putusan MK Nomor 65 dan seterusnya Tahun 2016, itu 
bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

 
167. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Dan bagian terakhir dari tanggapan kami adalah terhadap 

tuduhan kepada KPU Kabupaten Lingga dengan sengaja mengacaukan 
dan mengabaikan hak konsitusional masyarakat dalam menggunakan 
hak pilihnya pada tanggal 19 Desember (...) 

 
169. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu tadi sudah direspons oleh Termohon, tapi sekarang menurut 

Pihak Terkait ada masalah itu di situ? 
 

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Jadi, menurut Pihak Terkait bahwa berdasarkan ketentuan yang 

ada di dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020, itu memang ... apa namanya 
... Pihak Terkait menganggap itu tidak beralasan (...) 
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171. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Dalil Pemohon. 
 

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Sekarang Petitum berarti. 
 

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Jadi karena perlu kami tegaskan sedikit, Yang Mulia.  
 

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Karena memang tidak ada ... tidak ada catatan keberatan dalam 

Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau C Keberatan (...) 
 

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Baik pada tingkat TPS maupun tingkat kecamatan. 
 

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 
 
 
 



25 

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

  
Maka dalil tersebut tidak berdasar. Selengkapnya memang kami 

uraikan di halaman 34 sampai 43. 
 

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Disertai juga tabel bantahan, Yang Mulia. Terkait dengan dugaan 

pelanggaran dengan modus suara tidak sah dan suara rusak, itu kami 
lengkapi tabel dan bukti-bukti. 

 
183. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Ya, sekarang Petitum! Cukup, ya. 
 

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
Baik. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak 

Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut. 

Dalam Eksepsi: 
1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait. 
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256 dan seterusnya 
Tahun 2020 dan seterusnya. 

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Zoelva and Partners. 
Terima kasih. Assalamualaikum wr. Wb. 

 
185. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih. 
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Sekarang berikutnya, Bawaslu. Bawaslu, yang dibacakan yang 
resume, ya, saja. Tapi di angka 1 dianggap telah dibacakan itu perolehan 
suaranya. Sekarang dimulai dari angka 2. Silakan! 

 
186. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bacakan resume 

keterangan tertulis dari Bawaslu Lingga yang nomor 2. 
 

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya.  
 

188. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Hasil pengawasan terhadap surat suara cadangan di TPS angka 

18 sampai 24 dalam Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan laporan 
hasil pengawasan yang dilakukan jajaran pengawas di Kabupaten Lingga 
terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan surat suara cadangan, 
didapati hasil bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan 
saksi yang disampaikan dan berkaitan dengan jumlah DPTb, DPPh, 
sebagaimana telah kami jelaskan di dalam keterangan tertulis kami pada 
halaman 2 sampai dengan 12. 

 Tiga. Temuan dan/atau laporan terhadap netralitas aparatur sipil 
negara dalam Pokok Permohonan angka 25 sampai dengan 31. Bahwa 
terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Lingga sebagai 
berikut. 

 
189. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu 1, 2, 3, nama-nama itu dianggap dibacakan. 

Kesimpulannya, bagaimana? 
 

190. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Bahwa memang terjadi ada beberapa ASN yang dianggap tidak 

netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lingga Tahun 2020 dan 
semuanya sudah dikasih rekomendasi oleh Komisi ASN dan sudah 
ditindaklanjuti sanksi oleh Pemda Kabupaten Lingga. 

 
191. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu yang angka 36 di halaman 2 itu, kok Anda mengatakan,  

”Tidak ada temuan,” itu. Coba, dibaca itu! 
 



27 

192. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Bahwa berdasarkan temuan dan/atau laporan tidak terdapat 

temuan dan/atau laporan terkait keterlibatan ASN dalam tim 
pemenangan salah satu pasangan calon. Hanya tim pemenangan, masuk 
dalam struktur tim pemenangan, Yang Mulia. 

 
193. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oh, ya. Tapi memang ada indikasi keterlibatan, tapi tidak masuk 

dalam tim pemenangan? 
 

194. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Betul. 
 

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Yang tadi sudah diproses dan sudah dapat sanksi 

administratif? 
 

196. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Sudah, Yang Mulia. 
 

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 KASN? 
 

198. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Dari KASN sudah dan sudah ditindaklanjuti dari Bupati Kabupaten 

Lingga. 
 

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. 
 

200. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Dan semuanya masuk dalam kategori sanksi sedang. 
 

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Sekarang nomor 4! 
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202. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Nomor 4. Temuan dan/atau laporan terhadap netralitas Kepala 

Desa Nerekeh, Kecamatan Lingga, angka 32 sampai 34 dalam Pokok 
Permohonan. 

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten 
Lingga telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 atas pelapor 
Saudara Asran yang telah diberi Nomor Laporan 02 dan seterusnya. 
Peristiwa yang dilakukan, yaitu terkait dengan pemindahan tempat 
kampanye di Desa Nerekeh, Kecamatan Lingga. 

Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten 
Lingga, terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti karena memenuhi 
ketentuan syarat materiil, namun tidak memenuhi ketentuan syarat 
formil, sehingga Bawaslu Kabupaten Lingga menjadikan laporan tersebut 
sebagai informasi awal. Hasil dari penelusuran tersebut, didapati bahwa 
laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur 
pelanggaran pemilihan, sebagaimana keterangan tertulis kami halaman 
17 sampai dengan 18. 

 
203. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, nomor 5! 
 

204. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 

 5. Hasil pengawasan terhadap mobilisasi massa di dalam Pokok 
Permohonan, 35 sampai dengan 38. 

Bahwa terkait informasi awal dugaan mobilisasi massa dengan 
menggunakan kapal gratis dari Kota Tanjungpinang ke Kabupaten 
Lingga, telah ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Lingga 
dengan melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan 
penelusuran. Hasil dari pengawasan dan penelusuran tersebut, yaitu 
bahwa tidak dapat arahan untuk memilih pasangan calon tertentu dan 
tidak diketahui, siapa yang memfasilitasi kapal tersebut. Sehingga, 
informasi awal sulit untuk dijadikan temuan, sebagaimana keterangan 
tertulis kami pada halaman 18 sampai dengan 19. 

 
205. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

206. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 

 6 (...) 
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207. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Yang terakhir! 
 

208. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 

 Hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara 
dalam Pokok Permohonan angka 39 sampai dengan 52. 

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan 
jajaran pengawas di Kabupaten Lingga terhadap dalil Pemohon yang 
berkaitan dengan banyak surat suara tidak sah, didapati hasil bahwa 
tidak terdapat catatan, atau kejadian khusus, dan/atau keberatan saksi 
yang disampaikan di tiap TPS yang berkaitan dengan surat suara tidak 
sah, sebagaimana keterangan tertulis kami pada halaman 19 sampai 
dengan 26. 

 
209. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Terima kasih, ya. Ini meneruskan apa yang disampaikan 
yang terakhir oleh Bawaslu. Saya akan menanyakan kepada Termohon 
untuk minta klarifikasi. Pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, 
ada yang bermasalah? 

 
210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-

XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  
 

 Tidak ada, Yang Mulia. 
 

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak ada. Itu berapa TPS sih di Lingga? 
 

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-

XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  
 

 Semuanya TPS di Lingga (...) 
 

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pak KPU-nya tahu, enggak, itu TPS di Lingga, berapa jumlahnya 
keseluruhan? 
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214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 244 TPS. 
 

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 244. Berapa kecamatan? 
 

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 13 kecamatan. 
 

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 13 kecamatan.  
 

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Yang dipermasalahkan kaitannya dengan surat suara tidak 

sah=14 TPS. 
 

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 14 TPS. 
 

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Yang dipermasalahkan terkait pemilih pindahan=7 TPS. 
 

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, tadi sudah. Baik.  
 

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Jadi, semuanya 21 TPS. 
 

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pada waktu rekap di tingkat kecamatan, bermasalah? 
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224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Tidak ada, Yang Mulia. 
 

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak ada. Rekap di kabupaten? 
 

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Tidak ada. 
 

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tidak ada. Ya, ya, sudah. Prof., ada? Cukup, ya. Yang Mulia Pak 
Manahan, cukup? Baik. Terima kasih untuk Perkara 23/PHP.BUP-
XIX/2021. 

 Sekarang kita ke Perkara 68/PHP.BUP-XIX/2021. 
 

228. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Termohon dengan ini 

menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya kami mengajukan Eksepsi, 
Yang Mulia. 

Terutama itu ... pertama, terkait Kewenangan Mahkamah. 
Menurut Pemohon ... menurut Termohon, Permohonan Pemohon itu 
tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan juga Pasal 2 PMK karena 
dalil-dalil yang disampaikan itu hanya terkait (...) 

  
229. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, dianggap dibacakan, tidak berwenang. Narasinya dianggap 

dibacakanlah. 
 

230. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
Ya, perolehan suara dan seterusnya tersebut, Yang Mulia. 
 

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Itu kan standar (...) 
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232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
 Selanjutnya lagi, terkait kewenangan ini, Pemohon juga 

menyampaikan dalam Petitumnya, memohon kepada Mahkamah untuk 
menyatakan tidak sah dan batal penetapan pasangan calon sebagai 
peserta, Yang Mulia. Menurut kami, ini bukan merupakan kewenangan 
terhadap (...) 

  
233. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, dianggap dibacakan. 
 

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
 Selanjutnya, terkait Eksepsi obscuur. Pemohon tidak memberi ... 

menguraikan adanya kesalahan hasil, juga tidak mendalilkan adanya 
hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya, terdapat 
ketidaksesuaian Posita dan Petitum. Dimana Pemohon dalam hal ini 
meminta PSU, namun tidak ada satu pun kejadian yang disampaikan 
oleh Pemohon itu terkait dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang 
Pemilihan.  

 Selanjutnya, terdapat pertentangan antara Petitum kedua dan 
ketiga dengan Petitum (...) 

 
235. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, itu seluruhnya dianggap dibacakan, ya, kalau itu obscuur. 
 

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
 Selanjutnya, terkait dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. 

Bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan terkait surat suara 
disabilitas. Ini Termohon sampaikan bahwa sejak coklit dilakukan sampai 
dengan pemilihan tanggal 9 Desember, sangat amat mungkin terjadi 
perubahan kondisi pemilih. Salah satunya, mungkin dari yang 
sebelumnya sehat, pas waktu dilakukan coklit, pas waktu pemilihan sakit. 
Nah, terhadap pemilih yang sakit ini, Yang Mulia, atas permintaan 
pemilih atau pun keluarganya, KPU dalam hal ini KPPS itu melayani 
pemilih, Yang Mulia, ke rumah. 
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237. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 

 
 Nah, terhadap pemilih yang dilayani di rumah ini, KPPS 

mengklasifikasikannya sebagai pemilih disabilitas karena dianggap tidak 
mampu datang ke TPS, Yang Mulia. 

 
239. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu ada berapa kasus itu? Berapa TPS itu? 
 
240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 
 

Yang disampaikan oleh Pemohon ada 29 TPS, Yang Mulia, mulai 
dari Kecamatan Kundur dan seterusnya (…) 

 
241. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Enggak, menurut … jadi persoalannya, itu orang sakit itu 
dianggap disabilitas?  

 
242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  
 

 Ya, Yang Mulia. Yang memilih di rumah, Yang Mulia.  
 

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terus kemudian, petugas … petugas KPPS datang ke rumah 
masing-masing?  

 
244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  
 

 Betul, Yang Mulia. Pada prinsipnya (…) 
 

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pada waktu datang itu, apakah petugas TPS sendiri atau di (…) 
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246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Didampingi, Yang Mulia.  
 

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Didampingi?  
 

248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Didampingi sampai Linmas juga. 
 

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Siapa yang mendampingi?  
 

250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Yang mendampingi itu ada … ada saksi pasangan calon. 
 

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Panwas ada?  
 

252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Panwas ada, Yang Mulia.  
 

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Terus? 
 

254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 (Ucapan tidak terdengar jelas). Terus pasangan calon, baik itu 

gubernur (…) 
 

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Saksinya? 
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256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Dan juga saksi bupati juga, Yang Mulia.  
 

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada saksinya juga? 
 

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Ada.   
 

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Ya, berarti sudah (…) 
 

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Nah (…) 
 

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu penjelasan itu sudah menyangkut sampai dengan halaman 
berapa?  

 
262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  
 

 Sampai halaman 29, Yang Mulia.  
 

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 29.  
 

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Kami sampaikan itu Bukti T-8 sampai T-86, Yang Mulia. 
 

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Sekarang dalil berikutnya. 
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266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Dalil berikutnya, terkait perubahan Anggaran APBD Kabupaten 

Karimun. Kami beranggapan bahwa itu adalah merupakan kewenangan 
atau ranah Bawaslu. Dan sampai saat ini, Termohon tidak menerima 
rekomendasi atau pun masukan apa pun dari Bawaslu Karimun terkait 
isu tersebut, Yang Mulia. 

 
267. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Nah, terkait kelebihan surat suara di TPS 5 Kecamatan Teluk Air 

… eh, Kecamatan Karimun. Memang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu 
Kabupaten Karimun dan diteruskan hasilnya kepada Termohon, 
disampaikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Itu kami 
buktikan di T-87, T-88, dan T-89, Yang Mulia. Dan terhadap rekomendasi 
tersebut, kami telah tindak lanjuti dengan memberikan teguran kepada 
yang bersangkutan, Yang Mulia.  

 
269. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke.  
 

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Terlebih lagi terkait persoalan di TPS 5 Teluk Air tersebut, telah 

diselesaikan dengan adanya koreksi di tingkat rekap kecamatan, Yang 
Mulia.  

 
271. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Tingkat kecamatan? 
 

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Ya. 
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273. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kecamatan Karimun, ya? 
 

274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Ya, betul, Yang Mulia.  
 

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu persoalan yang muncul di Kelurahan Teluk Air, ya? 
 

276. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 TPS 5 Kelurahan Teluk Air, Yang Mulia.  
 

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 TPS dan … TPS 8?  
 

278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Nah, TPS 8 Kelurahan Teluk Air tidak terdapat kelebihan 2 surat 

suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.  
 

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Sekarang yang D itu, halaman 31. Kampanye menggunakan 
bantuan sosial, gimana itu? Nanti Pihak Terkait juga menjelaskan itu. 

 

280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Ya. Menurut kami, untuk dalil ini merupakan ranah Bawaslu untuk 

menjawab lebih lanjut. Karena Termohon sampai saat ini, tidak 
menerima rekomendasi apa pun dari Bawaslu Kabupaten Karimun (…) 

 
281. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. 
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282. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Sebagai tindak lanjut dari laporan yang didalilkan oleh Pemohon.  
 

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Nanti (…) 
 

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Begitu juga yang poin E, terkait (…) 
 

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, Pihak Terkait dan … Pihak Terkait dan Bawaslu merespons ini, 
ya! 

 
286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  
 
 Ya, Yang Mulia. 

 
287. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Terus, ya. 
 

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Begitu juga untuk dalil terakhir terkait pelibatan sekda, Yang 

Mulia.  
 

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Gimana itu? 
 

290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Kami tidak menerima rekomendasi apa pun, Yang Mulia, dari 

Bawaslu. 
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291. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. Nanti Bawaslu itu (…)  
 
292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  
 

 Ya. 
 

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bagaimana. 
 

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA  

 
 Nah, selanjutnya, Petitum. Mohon Yang Mulia memberikan 

putusan sebagai berikut. 
Dalam Eksepsi. 
Mengabulkan Eksepsi Termohon. 
Dalam Pokok Pekara: 
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten 

Karimun Nomor 520 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun 
Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 18.12 WIB. 

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang benar dan … adalah sebagai 
berikut. 

Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suaranya 54.519. 
Pasangan Calon Nomor Urut 2=54.433. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih. Sekarang, Pihak Terkait, saya persilahkan!  
 

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
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Kami ada Eksepsi. Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah. 
Kami berpendapat, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa 
sengketa di luar hasil penghitungan suara.  

 
297. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, narasi dianggap dibacakan. 
 

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN     

 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2006 … 2016 (…) 
 

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN     

 
 Sebetulnya yang harus dilakukan adalah mengenai penetapan 

perolehan suara, sebagaimana juga ditentukan Pasal 1 angka 1 PMK 
Nomor 6 Tahun 2020.  

 
301. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN     

 
 Kemudian Eksepsi berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan … 

dengan Permohonan tidak jelas atau kabur.  
 

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN     

 
 Ini juga menurut kami tidak sesuai dengan kerangka peraturan 

yang mengatur persoalan perselisihan pemilu. Dimana dikatakan bahwa 
Pemohon ini tidak mempersoalkan juga persoalan perhitungan suara ini 
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dan kemudian pengaruh terhadap yang disebut sebagai pelanggaran-
pelanggaran TSM. Dan bahkan, ada data yang tidak … tidak tepat, ya. 
Dikatakan ada satu kegiatan pembangunan di daerah itu, tapi ternyata 
tidak ada terkait dengan persoalan semilisasi. 

Dan kemudian, Yang Mulia, oleh karena itu, kami minta agar 
Permohonan ini tidak dapat diterima.  

 
305. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN     

 
 Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Ini juga banyak data yang 

tidak akurat. Pertama, kami membatah tidak benar, tidak terkait 
pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari APBD. Ini APBD atau 
misalnya hibah ini adalah perintah undang-undang terkait dengan tugas 
pemerintah daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Jadi, kami membantah, 
Yang Mulia, persoalan hibah ini karena ini adalah masalah kewajiban 
pemerintah daerah. 

   
307. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Kemudian, tidak benar pembuatan website situng Karimun untuk 

memengaruhi dan/atau menggiring pemilih untuk memilih Pihak Terkait 
dalam Pilkada Karimun Tahun 2020. Karena situng Karimun ini dibentuk, 
diadakan setelah selesai penghitungan suara tanggal 9. Jadi, tidak benar 
dan tidak logis ini. 

 Kemudian, juga tidak benar program semilisasi jalan digunakan 
untuk Pihak Terkait untuk meraih keuntungan dukungan suara dalam 
pemilu ... Pemilukada Karimun Tahun 2020. Ini juga tidak benar karena 
rencana pembangunan ini telah lama ditetapkan oleh pihak Pemerintah 
Kabupaten Karimun. Dan juga ada salah, tidak akurat, ya, dikatakan ada 
pembangunan di Gang Kamboja RT 01 RW 04, Kelurahan Sei Raya, 
Kecamatan Meral, termasuk pekerja ... ini tidak ada ini kayak gini. 

 Kemudian lebih dari itu, pengaruh terhadap perolehan suara 
Pemohon justru tidak berdampak. 
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309. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu yang halaman 20 itu? 
 

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Di halaman 20. 
   

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Justru Paslon Nomor 2 atau Pemohon ini mendapatkan 

keuntungan dalam perolehan suara. 
   

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Kemudian, tidak benar Pihak Terkait melakukan kampanye pada 

masa tenang. Ini juga tidak benar karena misalnya terkait dengan 
Program Baznas di Kelurahan Sei Lakam Timur. Ini sebetulnya kegiatan 
ini sudah lama dilakukan. Dan kemudian, Pihak Terkait hadir karena 
dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah. Banyak pihak juga hadir 
dalam ini. Jadi tidak benar seperti itu, Yang Mulia. 

 Dan kemudian, di lokasi perolehan pembangunan rumah layak 

(ucapan tidak terdengar jelas) ini, justru Paslon Nomor 02 yang 
mendapatkan suara lebih besar. 

   
315. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Itu tabel 4 itu, ya? 
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316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Tabel ... ya, betul, Yang Mulia, tabel 4 di halaman 23. Paslon 

Nomor Urut 2 dapat=107. Sedangkan Paslon Nomor Urut 1, Pihak 
Terkait, cuma 23. 

   
317. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Malah jauh jaraknya, ya? 
 

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Ya. Kemudian, juga tidak benar kegiatan apel untuk mengarahkan 

dan memengaruhi pemilih di lingkungan Pemda Karimun. Ini tidak benar 
karena apel itu sebuah kegiatan rutin yang dilakukan pemda dan tidak 
ada, misalnya ucapan-ucapan atau (...)  

   
319. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Pidato-pidato yang mengarahkan, tidak ada? 
 

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
Bahkan secara faktual, secara fakta hukum, Pihak Terkait ini ... 

maaf, Pihak Pemohon Paslon Nomor 02 justru mendapatkan keuntungan 
suara yang lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait di perumahan-
perumahan dimana mayoritas adalah ASN, Yang Mulia. Dengan 
demikian, kami membantah semua-semua ini. 

   
321. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN   

 
 Selanjutnya dalam ... kami minta dalam Petitum dan Eksepsi: 
1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara. 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
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2. Kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520 dan 
seterusnya. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. 

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia. 
   

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih, Pak Asrun. Sekarang yang terakhir dari Bawaslu, 

ada resume-nya? Itu yang dibacakan tidak seluruhnya. Yang nomor 1 
dianggap dibacakan, ya? Nomor 2 langsung, silakan! 

 
324. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. 
 Hasil pengawasan atas surat suara pemilihan disabilitas yang 

menggunakan hak pilih. Ini dalam Pokok Permohonan itu angka 21 
sampai dengan angka 27. 

Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan laporan dugaan 
pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan 
pelanggaran yang teregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi 
pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, 
Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai. Ini 
terdapat dalam keterangan tertulis halaman 3 dengan Bukti PK-2. 

 
325. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

326. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten 

Karimun terhadap jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Kundur, 
Kundur Barat, Kundur Utara, Buru, dan Durai, terdapat ketidaksesuaian 
pemilih disabilitas dalam DPT dengan jumlah pemilih dengan ... 
pengguna hak pilih disabilitas dalam Formulir Model C Hasil Salinan KWK. 

Bahwa berdasarkan informasi dan hasil verifikasi faktual pada 
tanggal 28 dan 4 Januri 2021, didapat adanya pemilih non-disabilitas 
dikarenakan sakit. Oleh KPPS dimasukkan pemilih tersebut ke dalam data 
pengguna hak pemilih disabilitas. Terdapat dalam keterangan tertulis 
halaman 3 sampai dengan 14 dengan Bukti PK-3 dan PK-8. 

 Kemudian, hasil pengawasan atas pemilih disabilitas yang 
menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS pada 
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Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, 
Kecamatan Buru, dan Kecamatan Durai. Dalam Pokok Permohonan 
angka 28 sampai dengan angka 34. Bahwa berdasarkan hasil 
pengawasan verifikasi faktual pada tanggal 28 Desember sampai dengan 
4 Januari 2021 terdapat 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kundur, 
Kecamatan Kundur Barat, dan Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan 
Buru, dan Kecamatan Durai yang terdiri dari 27 TPS. Jumlah pengguna 
DPT disabilitas berjumlah 15 pemilih, sedang pemilih non-disabilitas yang 
dimasukkan ke dalam data pengguna hak pilih disabilitas berjumlah 100 
pemilih. Pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya 
berjumlah 2 pemilih. Ini terdapat dalam keterangan tertulis halaman 15 
sampai dengan 37, Buktinya PK-9 sampai dengan PK-35. 

 Kemudian, hasil laporan dan/atau temuan atas dugaan 
pelanggaran menggunakan kewenangan program dan (...) 

 
327. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, itu sekarang intinya saja. Mengenai itu, ada persoalan? 
 

328. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Bahwa penyampaian Laporan Nomor 06/PL dan seterusnya, 

terkait website (...)  
 

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Ya, ya, tidak terdapat unsur pelanggaran, ya? 
 

330. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Ya. 
 

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kesimpulannya, ya? Terus, berikutnya! 
 

332. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Kemudian, hasil laporan dan dugaan atas temuan surat suara 

siluman dan kampanye menggunakan bantuan sosial seperti Pokok 
Permohonan pada angka 44 sampai dengan 49. 

Bahwa dalil Pemohon terhadap penyampaian Laporan Nomor 
17/PL dan seterusnya, tidak sesuai dengan Pokok Permohonan. Dimana 
penyampaian Laporan Nomor 17/PL itu tentang dugaan pelanggaran di 
TPS 4 Selat Mie, sedangkan dalil Pemohon adalah pelanggaran TPS 05 
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Teluk Air. Dan itu PL/14 ... eh, sudah kami tindak lanjuti dan kemudian 
tidak dapat diregi ... register karena tidak memenuhi syarat materiil 
pelaporan karena bukti pelapor tidak dicoret oleh KPPS. Dan pada rapat 
rekap ... rekapitulasi di tingkat kecamatan, telah dilakukan pembetulan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
333. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, baik. Terus, berikutnya! 

 
334. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 

 
 Kemudian bahwa penyampaian Laporan Nomor 12/PL dan 

seterusnya, terkait bertambahnya surat suara di TPS 08 Kelurahan Teluk 
Air telah diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat 
diregister. 

 
335. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Tidak dapat diregister (...)  
 

336. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil 

pelaporan karena pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi sesuai 
pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun. 

 
337. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, dianggap dibacakan (...)  
 

338. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 

 Ini terdapat pada keterangan tertulis halaman 10. 
 

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak usah disebutkan, ya. 

 
340. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 

 
 Bahwa penyampaian Laporan Nomor 08/PL terkait Program 

Baznas dipro ... telah diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak 
dapat diregister. 
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341. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak dapat diregister. Terus? 
 

342. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sebab pelapor 

tidak menyerahkan bukti yang berkesesuaian dengan peris (...)  
 

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu dianggap dibacakan. Yang 54? 
 

344. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Bahwa penyampaian Laporan Nomor 09/PL dan seterusnya, 

terkait pengumpulan RT/RW posko ... di posko pemenangan telah 
diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat diregister (...)  

 
345. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Tidak dapat diregister karena apa? 
 

346. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sebab bukti 

yang disampaikan tidak menggambarkan posko pemenangan serta tidak 
ada tanda gambar dan alat peraga kampanye. 

 
347. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 55? 
 

348. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Kemudian bahwa penyampaian Laporan Nomor 11/PL dan 

seterusnya, terkait kelebihan surat suara di TPS 05 Teluk ... Kelurahan 
Teluk Air telah diproses dengan status pelanggaran administrasi 
pemilihan yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Karimun dan telah 
ditindaklanjuti dengan memberikan surat teguran tertulis kepada yang 
bersangkutan. Terdapat dalam keterangan tertulis halaman 41 sampai 
dengan 42. 
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349. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, dianggap dibacakan. Yang terakhir! 

 
350. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 

 
 Hasil laporan dan temuan atas dugaan pelanggaran pemilihan 

keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun. Ini Pokok Permohonan angka 50 
(...)  

 
351. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Enggak usah dibacakan itu. 
 

352. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Bahwa penyampaian Laporan Nomor 05/LP dan seterusnya, 

terkait penyalahgunaan wewenang oleh Sekda Kabupaten Karimun telah 
diproses dengan status dugaan pelanggaran tidak dapat dire ... diregister 
dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan 
karena pelapor tidak menyerahkan bukti dan saksi sesuai pemberitahuan 
Bawaslu Kabupaten Karimun dan uraian kejadian dugaan pelanggaran 
tidak terlaksana. 

 
353. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. Cukup, ya, Bawaslu. 
 

354. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Cukup. 
 

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ibu siapa ini yang bacakan? 
 

356. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Tiuridah Silitonga, Pak. 

 
357. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ibu Tiur? 
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358. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Ya. 
 

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Terima kasih, Ibu Tiur, ya. Ya, kita sudah mendengar suara 

wanita, yang lain-lain pria terus. Terima kasih. Jadi, Perkara Nomor 
68/PHP.BUP-XIX/2021 sudah kita selesaikan. 

 Sekarang yang terakhir pada sesi Jumat pagi ini, Perkara Nomor 
127/PHP.KOT-XIX/2021. Saya persilakan dari Pihak Termohon terlebih 
dahulu. 

 
360. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja. 
 

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

362. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Pertama, kita mengajukan Eksepsi. 
 

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Eksepsinya, apa saja? 
 

364. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Eksepsi berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. 
 

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu dianggap dibacakan, ya. Karena itu bukan kewenangan, 

tidak berkaitan dengan perhitungan suara. 
 

366. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya. 
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367. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus, Eksepsi tentang (...)  
 

368. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon. 
 

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, tidak memenuhi Pasal 158, gitu? 
 

370. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya. 
 

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Terus Eksepsi, apa lagi? 
 

372. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ambang batasnya 0,5%. 
 

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, itu hitungannya dianggap telah dibacakan. 
 

374. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Siap. 
 

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus, Eksepsi tentang Tenggang Waktu. Kenapa ini ada Eksepsi 

ini? 
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376. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Eksepsi tentang Tenggang Waktu. Seharusnya, terakhir 

Permohonan diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember, pukul 
00.00 WIB. 

 
377. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
 

378. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Faktanya, Permohonan diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 

Desember, pukul 00.49 WIB. Jadi, sudah terlambat 2 hari. 
 

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Tentang ... terus, yang berikutnya, obscuur? 
 

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Eksepsi obscuur libel. 
 

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

382. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Pertama. Karena Pemohon ini mencampuradukkan antara 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dengan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 

 
383. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

384. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Kesatu. 
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385. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terus, yang lain dianggap dibacakan. 
 

386. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Siap. 
 

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sekarang Pokok Permohonan. 

 
388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Baik. Pokok Permohonan. Satu, bantahan terkait dengan bantuan 

sosial dari pemerintah pusat di masa Covid ... di masa Pandemi Covid. 
Jadi, ada bantuan sebesar Rp600.000,00 bagi masyarakat yang 
terdampak. 

Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pada masa itu ... 
pada ... pada tanggal-tanggal yang disampaikan oleh Pemohon, itu 
sebenarnya KPU belum menetapkan calon ... pasangan calon mana pun, 
baik Pemohon maupun Pihak Terkait. 

 
389. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke. 
 

390. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya, begitu. Sehingga, pada masa itu tidak diketahui (...) 

 
391. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Siapa calonnya itu? 
 

392. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Siapa calonnnya. 
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393. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Belum ... belum ditetapkan, ya? 
 

394. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Siap.  
 

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu yang di halaman 7, 8, 9 itu? 
 

396. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Kalau yang selanjutnya, itu berkaitan dengan PKH. 
 

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

398. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 PKH itu ditemukan penyalahgunaan oleh namanya Ibu Tarmina 

dan Zainuddin Karim. Nah, Ibu Tarmina itu ditemu ... berkaitan dengan 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sehingga kami tidak 
menanggapi. 

 
399. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke.  

 
400. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Terus kemudian, kalau Zainuddin Karim, kami sudah menelusuri. 

Intinya, Zainuddin Karim menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan 
merupakan Panitia PKH Kecamatan Lubuk Baja. Pernyataan ini 
dituangkan dalam bentuk tertulis, kami buktikan dengan Bukti T-7. 

 Berkaitan dengan rotasi atau mutasi jabatan. Berkaitan dengan 
itu, intinya sebenarnya kami tidak ... tidak mengetahui sama sekali, 
Termohon. Hanya saja, pada masa itu terjadi penghentian atau 
penundaan tahapan, sehingga tidak diketahui ... sulit untuk menentukan 
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6 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016. Hanya saja, kami ingin mengomentari bahwa 
ketentuan ini dikecualikan apabila mendapat persetujuan tertulis. Fakta 
... dari dalil Pemohon sendiri, Posita angka 5 halaman 13, ternyata 
Pemohon menjelaskan bahwa ada persetujuan dari Menteri Dalam 
Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.22-816 Tahun 2020. 

 
401. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Jadi, ada persetujuan itu, ya? 
 

402. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya. 
 

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Halaman 11 itu? 
 

404. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Halaman 11. 
 

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, terus? 
 

406. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Tentang perintah dari dis ... Disdukcapil dan Lurah se-Kota Batam 

agar melakukan perekaman KTP. Ini kami tidak mengetahui sama sekali, 
sehingga kami tidak bisa memberikan komentar, Yang Mulia.  

 
407. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Terus, kemudian yang itu, berkaitan dengan tidak netralnya 

RT/RW? 
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408. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 RT/RW. Karena asumsinya Pemohon itu, RT/RW mendapat honor  

Rp500.000,00 setiap bulan. Faktanya, honor ini didasarkan pada Perda 
Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 dan ini setiap tahun berubah. 

 
409. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik. 
 

410. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Dan kemudian juga, didasarkan pada Perwakot Nomor 22 Tahun 

2020. 
 

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

412. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Intinya, itu bukan pemberian dari Pihak Terkait, tapi merupakan 

Program Kota Batam. 
 

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Ya. Terus, yang sepeda motor? 
 

414. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Sepeda motor itu yang menjanjikan adalah paslon gubernur. 
 

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, bukan paslon wali kota? 
 

416. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Bukan paslon wali kota. Ini sebagaimana dalil Permohonan 

Pemohon. 
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417. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

418. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Sehingga menurut kami, kami tidak perlu untuk me ... 

menanggapi. 
 

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Apakah tidak berhimpit antara paslon gubernur dan paslon 

wali kota? 
 

420. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Kalau menurut kami (...) 
 

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tidak ada kaitannya? 
 

422. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Tidak ada kaitannya, Yang Mulia. 
 

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He em. 
 

424. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Karena penyelenggaranya beda, partai pendukungnya beda, pihak 

yang memiliki wewenang juga berbeda. 
 

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Sekarang itu yang mengenai ... apa ... yang mengenai ... 

apa ... keterlibatan KPPS, PPS dalam pemilihan itu, gimana? 
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426. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 RT/RW? 
 

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. 
 

428. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Nah, Pemohon menyebutkan ada 17 orang. Setelah kami telusuri, 

itu sebenarnya hanya 17 orang yang merupakan KPPS, yang 3 bukan. 
 

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukan. 
 

430. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Nah, ketiganya kemudian mengklarifikasi bahwa mereka bukan 

tim kampanye atau tim sukses salah satu pasangan calon. Kami bukti- ... 
mereka membuat surat pernyataan yang kami buktikan di Bukti T-11. 

 
431. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Terus yang ... anu ... ASN ikut menyukseskan atau 

mengampanyekan Paslon Nomor 2, gimana? 
 

432. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 ASN yang mengampanyekan Paslon Nomor 2, intinya kami tidak 

mengetahui dan juga tidak mendapatkan rekomendasi apa pun dari 
Bawaslu tentang itu, Yang Mulia. Itu kami sampaikan di halaman 18. 

 
433. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. Terus yang penting lagi, halaman 22. Ada kelebihan surat 

suara yang jumlahnya sampai 2.000 lebih, itu gimana? 
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434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya, berkaitan dengan surat suara yang menu ... menurut 

Pemohon melebihi ... lebihnya 2.300 ... 2.232. Menurut kami, Pemohon 
ini salah cara menghitungnya, Yang Mulia. 

 
435. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oh, salah menghitung. 
 

436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Karena Pemohon ini langsung global didasarkan dari DPT dikalikan 

2,5%.  
 

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. 
 

438. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Nah, sedangkan yang benar cara menghitungnya adalah 

didasarkan pada DPT TPS masing-masing TPS (…) 
 

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He em. 
 

440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ditambah 2,5% dari DPT pada TPS itu. 
 

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh. 
 

442. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Dan apabila ada koma, maka itu dinaikkan ke atas. 
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443. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, pembulatannya ke atas. 
 

444. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Pembulatannya ke atas. Itu kami dasarkan pada PKPU … eh, Pasal 

20 ayat (1) huruf a PKPU (…) 
 

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Nomor 18 Tahun 2020? 
 

446. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Nomor 18 Tahun 2020. 
 

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Terus, kemudian yang terakhir, ini nanti direspons anu juga 

ini, Bawaslu. Tidak netralnya pengawas pemilu. Kalau menurut KPU, 
gimana? Termohon, gimana? Betul? Tidak menjawab, ya? 

 
448. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Kami tidak menjawab, Yang Mulia. 
 

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nanti Bawaslu yang respons, ya! 

 
450. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Siap. 
 

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, sekarang Petitum! 
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452. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai 
berikut.  

Dalam Eksepsi. 
Mengabulkan Eksepsi Termohon. 
Dalam Pokok Perkara: 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517 dan seterusnya Tahun 
2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020, bertanggal 17 
Desember 2020, pukul 23.53 WIB. 

3. Menetapkan perolehan hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020 yang benar adalah sebagai 
berikut. 
Nomor 1, perolehan suara=98.638 suara. Nomor 2, perolehan 
suara=267.497 suara. 

Total suara sah=366.135 suara. 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Sikat … silakan! 
 

454. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih, Pak Ketua. Ini sekalipun di sidang sebelumnya ini 

sudah ditegaskan, kami ingin memastikan lagi, ya, ke Termohon, atau 
KPU, ya, atau Kuasanya. Ini, kan di sini bahwa penetapan suara itu 
dilakukan tanggal 17, ya? 17 Desember? 

 
455. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

456. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kapan itu diumumkan? 
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457. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Pada saat itu juga. 
 

458. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Apa buktinya diumumkan saat itu?  
 

459. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Pada saat itu juga langsung diserahkan hasil rekapitulasi, sertifikat 

rekapitulasi pada saat itu juga kepada semua pasangan calon (…) 
 

460. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

461. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Dan Bawaslu. 
 

462. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

463. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Itu kami sampaikan pada Bukti T-3, Yang Mulia. 
 

464. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, ini Bukti T-3 di tangan saya ini. Nah, yang jadi masalah itu, 

kan ada penetapan, ada pengumuman. Anda umumkan itu, kapan? Di 
mana diumumkan? 

 
465. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Saat itu juga, Yang Mulia. 
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466. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, kalau soal itu, itu sudah jelas tadi. Apa buktinya? Sebab di sini 

enggak ada disebutkan ini, hanya penyampaian salinan surat keputusan 
hasil rekapitulasi penghitungan suara. KPU, tolong dijawab! 

 
467. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 
 
 Saat itu juga ditempel-tempel di papan pengumuman KPU, Yang 

Mulia. 
 

468. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Saat itu ditempel? 
 

469. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya. 
 

470. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Malam itu Anda tempel? 
 

471. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

472. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Coba, KPU! Jangan Anda, Anda kan tidak tahu peristiwa 

konkretnya. 
 

473. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Ya, Yang Mulia. Pada saat itu setelah kita lakukan penetapan, kita 

langsung tempel di papan pengumuman KPU, Yang Mulia. 
 

474. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ada Anda muat di … apa … di laman KPU? 
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475. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Di web-nya itu sudah di tanggal 18 karena kita sisa 7 menit 

sebelum tanggal 18 kita penetapan, Yang Mulia. 
 

476. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini 7 menit dan dimuat di web tanggal 18? 
 

477. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

478. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 18 itu hari Jumat, ya? 
 

479. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Jumat, Yang Mulia. 
 

480. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ada buktinya? 
 

481. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Ada, Yang Mulia. 
 

482. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Mana buktinya? Kita cek, ya. 
 

483. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Ya. 
 

484. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kita cek, ya, web Anda, ya (…) 
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485. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Ya. 
 

486. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Bisa enggak dicek web … web KPU? 
 

487. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

488. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sebentar! KPU Batam. Walaupun di sidang sebelumnya, Kuasa 

Pemohon sudah mengatakan bahwa memang ditetapkan dan 
diumumkan. Anda sudah benarkan kemarin, ya? 

 
489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 
 
 Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan kemarin itu penetapannya 

karena sampai sekarang juga kami tidak mendapatkan informasi hasil 
pengumumannya. 

 
490. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
Anda kan sudah … ini saya … kami lagi mengecek ini apa yang 

Saudara sebut … Anda benarkan. “Anda benar, enggak, dikatakan oleh 
ketua, tanggal 17 Desember, KPU menetapkan dan mengumumkan?” 

“Benar,” kata Saudara. Itu ada catatannya. 
 

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

492. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nah, tapi kami mau melihat kebenaran materiilnya ini. 
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493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
Terima kasih, Yang Mulia. 
 

494. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Nah, makanya dicek sebentar. Jadi tanggal 18, ya? Itu masih 

tengah malam itu, ya? 
 

495. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 
MARTIUS 

 
Ya, Yang Mulia. 
 

496. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Karena hanya ada jarak 7 menit dari penetapan hasil dengan 

kemudian dimasukkan ke laman. Tapi Anda mengatakan, “Begitu 
penetapan hasil, sudah ditempel.” 

 
497. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 

MARTIUS 
 

 Ya, Yang Mulia. 
 

498. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Ada enggak buktinya ditempelkan malam itu? Nah, itu satu. Ada 
enggak … bisa Anda … Anda tambahkan sekarang? 

 
499. TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021: 

MARTIUS 

 
 Mohon waktu, Yang Mulia. 
 

500. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Waktu, ke mana juga waktu kalau dicari begini ini, gitu, yang soal 
bukti itu. Nah, kalau memang Anda ... apa ... Anda masukkan di laman 
KPU tanggal 18, beberapa menit ... setelah ini kita cek ini. Bisa tolong 
diprint, kalau bisa! 
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501. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ada ... begini, KPU dan semua Para Pihak. Ada persoalan di dalam 
Pasal 157 ayat (5), itu yang harus klir, ya. Kemudian, muncul surat KPU. 
Sebetulnya batas waktunya kapan, tenggang waktunya kapan, yang 
berhak menentukan itu Mahkamah, gitu. Tapi ini ada persoalan, 
makanya bisa terjadi di lapangan penetapan yang sekaligus dilakukan 
pengumuman. Ada yang hanya dilakukan penetapan, tidak dilakukan 
pengumuman. Itu sebetulnya kalau kita identikkan, begini. Ada ... pada 
waktu pembuatan undang-undang ... ini Pak Asrun mungkin bisa dibuat 
makalah, atau tulisan, atau kajian. Dalam pembuatan undang-undang 
disetujui bersama antara DPR dan presiden. Tapi, apakah disetujui itu 
sudah berlaku? Tidak berlaku, harus diundangkan. Undang-undang itu 
berlaku sejak diundangkan karena asas publisitasnya diundangkan. 
Putusan Mahkamah itu di dalam terakhir dikatakan, ”Diputuskan dalam 
Rapat Permusyawaratan Hakim, kemudian diumumkan dalam sidang 
terbuka.” Itu sekaligus ditetapkan, diputuskan, yang sekaligus ada asas 
publisitasnya.  

 Nah. ini di Pasal 157 ayat (5), itu mestinya ada dua perbuatan 
hukum, penetapan dan pengumuman. Penetapannya di sidang pleno 
terbuka ... sidang pleno di kabupaten/kota, atau provinsi, atau di tingkat 
KPU pusat. Kemudian, asas publisitasnya dimuat dalam laman, atau di 
website, atau di papan pengumuman. Itu dua-duanya harus dilakukan. 
Ini menarik untuk di ... anu ... makanya kalau ada anu ... ini baru dicek. 
Silakan, Prof. Saldi, diteruskan! 

 
502. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Ya, terima kasih, Pak Ketua. Jadi, kami mengecek di website Anda 
di laman KPU Kota Batam, tidak ada pengumuman, tapi memang tanggal 
18 itu salinan penetapan hasil itu dimuat di web, begitu, ya? Anda lihat 
ke sini dong ... apa ... KPU, dengan Kuasa Hukumnya, dengan Kuasa 
Hukum Pemohon, Pihak Terkait! Agak jarak-jarak, jangan terlalu dekat! 
Jadi, ini hasil rekap, ya, serentak tanggalnya tanggal 18 Desember, ya. 
Ini coba ... coba lihat! 

 Ini tanggal 18 Desember, ya, Anda lihat, tahun 2020. Ini ada 
berita di atas dan ini salinan penetapan rekap itu dimuat, oke? Jadi, 
sudah dimasukkan salinannya ke web KPU pada tanggal 18 Desember. 
Anda lihat, ya? Lihat semua, ya? Pihak Terkait, lihat? Anda KPU lihat, ya? 
Karena ini akan penting untuk menentukan, apakah Permohonan itu 
lewat waktu atau tidak, oke? Terima kasih, Pak Ketua. 
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503. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat! Dan juga itu ada 
persoalan. Setelah ditetapkan, maka KPU dalam waktu selambat-
lambatnya 7 hari mengumumkan. Lah, kalau diumumkan 7 hari 
kemudian atau 6 hari kemudian, berarti lewat waktunya kapan? Makanya 
ini anu ... silakan, Yang Mulia! 

 
504. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

 Sehubungan dengan tadi itu, saya mau konfirmasi juga kepada 
Pemohon. Memang pengajuan Permohonan Saudara itu diajukan tanggal 
berapa? Kepada Pemohon ... Pemohon Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021 
ini? 

 
505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 
 

 Izin, Yang Mulia. Pengajuan Permohonan kami itu secara online 
sebenarnya kami ajukan pada hari Selasa. Secara teknis (...) 

 
506. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

 Tanggal? 
 

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Tanggal ... tanggal 22, Yang Mulia. Tapi karena proses upload-

nya, sehingga dia baru diterima itu tanggal 23, tengah malam pukul 
00.49 WIB sebenarnya. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
508. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
Minta penegasan ini, ini sudah ... ke ... Pak Manahan, konfirmasi 

ke sana. 
Jadi begini, pendaftaran di Mahkamah itu bisa secara luring dan 

secara daring. Tapi itu sistemnya, begitu Anda ... anu ... itu ada 
langsung sudah terceklek misalnya, di note, itu sudah langsung, sudah, 
kalau luring. Nah, ini Anda bermasalah juga.  

Ya, Pak Manahan? Silakan, Pak Manahan! 
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509. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

 Jadi, dalam catatan kita di sini bahwa Permohonan Pemohon 
diajukan tanggal 23 Desember 2020, pukul 00.49 WIB, gitu, ya? 

 
510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 
 

 Betul, Yang Mulia, 00.49 WIB, tengah malam.  
 

511. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

 Oke, terima kasih.  
 

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik. Cukup, ya? Baik. KPU, terima kasih.  
Sekarang Pihak Terkait. Silakan! 
 

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait juga dalam keterangan 

mengajukan Eksepsi. Yang pertama terkait dengan Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, saya kira ini dianggap dibacakan. Karena terkait 
dengan masalah penetapan hasil penghitungan perolehan suara, 
Pemohon tidak menjelaskan dalil terkait dengan penetapan … 
perhitungan perolehan suara. 

 Lantas yang kedua, itu terkait dengan tenggang waktu, di 
halaman 12.  

 
514. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu Kedudukan Hukum dianggap dibacakan, ya? 
 

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Dianggap dibacakan. 
 

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
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517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Kedudukan hukum …  terkait. Di halaman 12 terkait dengan 

tenggang waktu. 
 

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Sekarang tenggang waktu, halaman 12. 
 

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Halaman 12 sampai dengan halaman 16.  
 

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Kemudian, ini juga saya kira sistematis terkait dengan perbaikan. 

Karena (…) 
 

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke. 
 

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Nomenklatur yang perbaikan, sehingga juga harus dilekatkan 

kepada Permohonan … dalam Permohonan (…) 
 

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Perbaikannya melewati batas, ya? Melewati tenggang waktu, ya?  
 

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing). 
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526. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya.  
 

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Ini juga sama terkait dengan … apa … batas selisih, ambang 

batas.  
 

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, terus? Obscuur. 
 

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Obscuur. 
 

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Halaman 21. 
 

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Halaman 21. 
 

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  
 

 Ya. Terkait dengan tidak terdapat satu objek Permohonan 
Pemohon yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2020 dan PMK termasuk, terkait dengan … apa … tidak dapat 
menguraikan dengan jelas dan rigid tentang kesalahan dari 
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.  

 Kemudian dalam Pokok Permohonan, halaman 23 (…) 
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534. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu semua dalil-dalil dibantah, ya? Terutama yang penting-
penting, coba disampaikan!  

 
535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  
 

 Ya. 
 

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Yang lain tidak anu … dianggap dibacakan.  
 

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Siap. Ya, Yang Mulia.  
 

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Yang pertama, itu yang penting terkait dengan penyalahgunaan 

wewenang seluruh birokrasi pemerintah dengan menggunakan program 
kegiatan yang diadakan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak 
Terkait adalah tidak tepat, tidak benar. Karena dugaan pelanggaran 
dilakukan … itu TSM adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum tingkat provinsi, terkait yang kesatu … yang pertama.  

 Yang kedua terkait … Pihak Terkait juga menolak dalil 
Permohonan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan pada huruf e 
angka 1, halaman 10 sampai dengan 11. Yang pada pokoknya, 
menyatakan Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai petahana telah 
mengunakan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai. 
Yang ini juga kami jelaskan bahwa … yang pertama bahwa berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Becana 
Non-Alam dan seterusnya, di situ … di dalam disebutkan bahwa ini 
merupakan program nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran, serta 
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanggulangan 
Covid (…) 
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540. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, itu dianggap dibacakan. 
 

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Dianggap dibacakan.  
 

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Terus mengenai PKH (…) 
 

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Selanjutnya juga terkait dengan besaran, ini juga yang di halaman 

25, Yang Mulia.  
  

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Itu sudah. 
 

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Yang 6.000, ini juga dianggap dibacakan.  
 

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Dianggap dibacakan. 
 

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
Karena ada surat edaran Menteri Sosial. 
 

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Sekarang yang PKH, itu bagaimana itu?  
 

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Yang terkait (…) 
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550. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Program Keluarga Harapan itu?  
 

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Halaman (…) 
 

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Itu programnya Kementerian Sosial, ya? 
 

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Program Kementerian Sosial, Yang Mulia. 
 

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Jadi, di daerah tinggal melaksanakan saja? 
 

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Ya, Program Sosial Nomor 54 Tahun 2020. Kemudian, dalil 

Pemohon sebagaimana dimaksud merupakan asumsi … asumsi yang 
tidak berdasar karena Program Sembako Desember 2020 berdasarkan 
atas Surat Pemberitahuan Penyaluran Sembako Tahap Ke 12, 
sebagaimana Surat Kementerian Sosial RI Nomor 245 dan seterusnya 
(…) 

 
556. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke, itu dianggap dibacakan. Jadi, itu program Kementerian 

Sosial. 
 

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Ini ada diuraikan jadwal-jadwal pembagian dan sebagainya (…) 
 

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Terus sekarang yang dalil (…) 
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559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Kemudian, yang terkait dengan (…) 
  

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Penggantian mutasi kadis (…) 
 

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Penggantian (…) 
 

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Dukcapil, itu. 
 

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Penggantian kadis (…) 
 

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Gimana itu? 
 

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Mutasi jabatan ini sudah ada persetujuan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 821/4089/SJ tertanggal 16 Juli 2020 di dalam halaman 31. Proses 
tahapannya dijelaskan. 

  
566. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oke.  
 

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Dari mulai arahan dirjen kependudukan dan pencatatan sipil 

tanggal 14 April 2020 sampai dengan tahapan di halaman 32, pelantikan 
pejabat pimpinan tinggi pratama kadis dukcapil. 
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568. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, intinya sudah ada izin dari (…) 
 

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  

 
 Sudah ada izin (…) 
 

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Kementerian Dalam Negeri, ya? 
 
571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 127 KOT: ATANG IRAWAN 
 

 Ya.  
 

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Terakhir, Petitumnya sekarang. Yang lain dianggap 
dibacakan.  

 
573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  
 

 Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah dikemukakan 
tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, 
mengadili, dan memutuskan.  

Dalam Eksepsi:  
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk 

seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Permohonan: 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 517 dan seterusnya 
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Batam Tahun 
2020, tertanggal 17 Desember 2020 juncto Berita Acara dan 
Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap 
dan Kecamatan di Tingkat Kabupaten atau Kota dalam 
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Batam Tahun 
2020. 

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan 
yang adil menurut hukum.  
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Demikian, keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas 
perkenaan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
pemeriksaan ini hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 
2020, kami mengucapkan terima kasih. 

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Ditandatangani. 
Demikian, Yang Mulia. 

 
574. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Ada lagi, Prof? Cukup, ya? Yang Mulia? 
Cukup. 

 Sekarang dari Bawaslu.  
 

575. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Salam sejahtera 

buat kita semua. Shalom.  
 Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau laporan informasi 

awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait terstruktur, sistematis, dan 
juga masif atau TSM pada Pilkada Tahun 2020. 

 Yang kedua. Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau 
laporan informasi awal dugaan pelanggaran pemilih yang terkait bantuan 
sosial tunai berupa uang sejumlah Rp600.000,00 yang diserahkan 
kepada masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh 
petahana. 

 Selanjutnya, Yang Mulia, berdasarkan laporan hasil pengawasan 
terhadap penulusuran informasi awal terkait bantuan sosial berupa 
sembako yang ditempel foto Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam 
yang diduga dilakukan oleh Muhammad Rudi (Wakil Wali Kota Batam) - 
Amsakar Achmad, petahana. Bahwa penulusuran informasi awal pada 
tanggal 14 Mei 2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan juga 
materiil dikarenakan Saudara Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam, 
petahana, saat menjalankan program bantuan sosial berdasarkan 
kebijakan dari Kementerian Sosial. Selanjutnya (...) 

 
576. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, pokok-pokoknya saja jangan seluruhnya. 
 

577. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Selanjutnya, Yang Mulia, berdasarkan data hasil Laporan 

Penanganan Pelanggaran Nomor 09 dan seterusnya, tanggal 17 Oktober 
2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Zulfi Hidayat Ginting. 
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578. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu, kayak gitu enggak usah disebutkan itu. 
 

579. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Selanjutnya, Yang Mulia. 
 

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Akhirnya kesimpulan dari Bawaslu, bagaimana? Jadi, misalnya 

begini (...) 
 

581. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Berdasarkan (...) 
 

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Dibacakan anu ... supaya Anda kan yang buat kan Anda? 
 

583. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Karena ini buatnya begini antara resume dengan keterangan yang 

tertulis itu tebalnya hampir sama. Ini tidak meringkas ini. Begini, 
misalnya nomor 4, ”Pengawasan mengenai penyalahgunaan sembak ... 
Program Keluarga Harapan.” Itu bagaimana kesimpulan Bawaslu? Ada 
atau tidak pelanggaran? 

 
585. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 

 
 Ya, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kota 

Batam, laporan tersebut tidak dapat diregister dikarenakan program 
sembako yang dibagikan tersebut atas nama Pemerintah Kota Batam. 

 
586. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya. 
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587. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Sehingga Bawaslu Kota Batam menerbitkan status laporan untuk 

dihentikan. 
 

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terus? 
 

589. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Selanjutnya, Yang Mulia. 4.2. Berdasarkan data Laporan 

Penanganan Pelanggaran dengan Nomor 015 dan seterusnya, tanggal 8 
Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Thomas Arita 
Sembiring terkait bantuan sembako ... bantuan sosial PKH, beserta 
kalender, dan Alat Peraga Kampanye Nomor Urut 2 yang diduga 
dilakukan oleh Saudari Tarmina yang terjadi pada tanggal 8 Desember 
2020 di Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja. Berdasarkan hasil 
penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Batam sampai pada pembahasan 
kedua, Sentra Gakkumdu Kota Batam, dengan hasil laporan tersebut 
tidak dapat ditindaklanjuti atau ditingkatkan ke penyidikan dikarenakan 
hasil klarifikasi tidak ditemukan adanya masyarakat penerima bantuan 
PKH, yang menerima kalender, atau Alat Peraga Kampanye Pasangan 
Calon Nomor Urut 2. 

 Selanjutnya, Yang Mulia, 4.3. Berdasarkan rekapan data temuan 
laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Batam, tidak terdapat atau ... 
tidak terdapat temuan atau laporan informasi awal dugaan pemilihan 
terkait nama Jainuddin Karim, terkait hal mengajak warga masyarakat 
untuk memilih Paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota Batam di Kecamatan 
Lubuk Baja. 

 
590. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Ya, ini jadinya semua dibacakan. 
 

591. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Selanjutnya, Yang Mulia. Yang 5.2. Pokok Permohonan (...) 
 

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak ... enggak dibacakan seluruhnya. 
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593. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Penganganan (...) 
 

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Hai, Pak, berhenti dulu! Anda menyampaikannya begini, mengenai 

... yang sekarang yang akan dibicarakan pada halaman 5. Mengenai 
adanya persoalan mutasi jabatan, gimana? Kesimpulannya saja! Enggak 
usah dibacakan! 

 
595. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 

 
 Baik, Yang Mulia. Penanganan Pelanggaran Nomor 008 dan 

seterusnya tanggal 19 Oktober yang dilaporkan pelapor atas nama (...) 
 

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, enggak usah! Kesimpulannya saja! Kesimpulan Bawaslu, 

gimana? 
 

597. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Ya, berdasarkan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Batam 

terhadap laporan tersebut bahwasanya Saudara Muhammad Rudi selaku 
Wali Kota Batam sudah mendapat surat persetujuan dari Menteri Dalam 
Negeri dengan nomor sekian, sekian (...) 

 
598. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oke, sehingga tidak ada pelanggaran, gitu saja. 
 

599. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ada enggak laporan yang keenam itu mengenai ketidaknetralan 

RT/RW? 
 

601. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
Baik, Yang Mulia. Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan atau 

laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait adanya kebijakan 
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pencetakan e-KTP dengan pelibatan RT/RW agar mengumpulkan 
fotokopi KTP, KK bagi warga yang memiliki KTP di luar wilayah RT/RW. 

 
602. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Baik, sekarang yang mengenai ketidaknetralan tenaga honorer, 

gimana? Halaman 7. 
 

603. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Yang Mulia, Bawaslu Kota Batam tidak terdapat temuan laporan 

atau informasi awal dengan pelanggaran pemilihan terkait dengan 
ketidaknetralan tenaga honorer yang menjadi anggota KPPS, Yang Mulia.
  

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke, terus yang nomor 8? 
 

605. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
  8.2, Yang Mulia. Berdasarkan Laporan yang Nomor 012 dan 

seterusnya, tanggal 28 yang dilaporkan oleh Bambang Yulianto 
bahwasanya (...)  

 
606. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
 Ada, enggak, itu? 
 

607. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersih-bersih di rumah 

ibadah terdapat spanduk ... foto spanduk di rumah ibadah terjadi pada 
hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2000 ... 2020 (...)  

 
608. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
 Ya, kesimpulannya, gimana? Kesimpulannya? 
 

609. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Bahwasanya dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, 

Yang Mulia.  
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610. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Oke. Terus, yang selanjutnya! 
 

611. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Dan selanjutnya, Bawaslu Kota Batam meneruskan ke KASN dan 

KASN mengeluarkan surat tanggal 6 November 2020 ... 2020 tertuang 
Formulir A-16 yang diberikan rekomendasi netralitas ASN disiplin sedang, 
Yang Mulia.  

 
612. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
 Ya. Sekarang yang nomor 9, halaman 9, mengenai penempatan 

tim kampanye menjadi penyelenggara itu, gimana? Ada laporan, 
enggak? 

 
613. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 

 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
 

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Tidak ada. Berarti tidak ada pelanggaran, ya? 
 

615. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
 

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Terus kemudian, yang berkenaan dengan netralitas PPK dan KPU 

Batam. Penilaian dari Bawaslu atau laporan ada, enggak? 
 

617. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Tidak ada laporan dan juga temuan, Yang Mulia.  
 

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Tidak ada. Jadi, mereka netral, ya? Tidak ada masalah? 
 

619. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Yang terakhir, Yang Mulia.  
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620. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Terakhir. 
 

621. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Hasil pengawasan tentang netralitas pengawas pemilu, Yang 

Mulia.  
 

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Ya. 
 

623. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Bawaslu ... Bawaslu Kota Batam telah melakukan fungsinya, yaitu 

melakukan pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan, mulai dari 
tingkat TPS kelurahan, kecamatan, dan juga Bawaslu Kota Batam. Dan 
Bawaslu Kota Batam tidak pernah menolak setiap laporan, Yang Mulia.  

 
624. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
 Ya. 
 

625. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 
 
 Demikian, Yang Mulia.  
 

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Terima kasih. Ya, nanti untuk lain kali kalau ada ... anu ... kalau 

buat ringkasan itu yang pokok-pokoknya saja. Ini hampir sama ini 
tebalnya antara keterangan tertulis dan ringkasan. Tadi kalau Bu ... siapa 

... Bu Tiur tadi betul-betul menyingkat yang pokok-pokoknya saja. Ya, 
tapi untuk lain kali. Kalau sekarang sudah terlanjur, ya, enggak apa-apa. 

 Baik, saya akan mengesahkan bukti. Perkara Nomor 68/PHP.BUP-
XIX/2021, buktinya Pemohon sudah tidak ... anu ... semua buktinya 
Pemohon sudah klir, sudah selesai. Pihak Terkait ... Termohon dulu. Ini 
Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-92. Betul? 

 
627. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-

XIX/2021: EKO PERDANA PUTRA 
 
 Benar, Yang Mulia.  
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628. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Terus kemudian, Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan 

Bukti PT-21? 
 

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHP.BUP-
XIX/2021: ANDI MUHAMMAD ASRUN     

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bawaslu Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-42? 
 

631. BAWASLU: TIURIDAH SILITONGA (KAB. KARIMUN) 
 
 Betul, Yang Mulia.  
 

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Terima kasih. 
 Terus, sekarang Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021. Bukti T-1 

sampai dengan Bukti T-8? 
 

633. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, ada persoalan ini ... ada catatan. Bukti T-7 nomor 5 dalam 

daftar alat bukti tertulis Kecamatan Bakung, ya. Pada bukti tertulis 
Kecamatan Bakung Serumpun. Itu yang dimaksud sama itu? 

  
635. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-

XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  
 
 Sama.  
 

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Berarti yang dipakai, nanti dibetulkan. Daftar alat buktinya kurang 

tulisannya ... kurang lengkap, ya, Kecamatan Bakung Serumpun, 
sebetulnya? 
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637. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oke. Untuk Bukti T-7 nomor 6, 11, dan 12. Dalam daftar alat bukti 

terdapat nama kecamatan, di alat bukti tidak tertulis nama kecamatan. 
Yang bu ... benar adalah di bukti fisiknya, ya? Nanti bukti ... daftar 
buktinya menyesuaikan. 

 
639. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-

XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  
 
 Di buktinya (...)  
 

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Kan yang benar berarti, kan yang bukti fisiknya, kan? 
 

641. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Yang di bukti fisik (...)  
 

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

643. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 

 Itu ada kekurangan penulisan dalam formulir. Jadi, nama 
kecamatannya memang tidak tertulis. 

 
644. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Oh, baik (...)  
 

645. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Jadi, da ... dipertegas di daftar. 
 



85 

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, oke. Itu ada tulisan kecamatan mestinya, ya? 
 

647. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: IDRIS SOPIAN AHMAD  

 
 Seharusnya ada tulisan kecamatan. 
 

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. Jadi, ada catatan itu. 
 Kemudian, Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43? 

Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021. 
 

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43, ya? 
 

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Betul. 
 

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. 
 

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Ada sedikit perbak ... perbaikan di daftar buktinya, Yang Mulia.  
 

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kenapa? 
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655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Yang angka 37 itu yang semula itu Kelurahan Sei, jadi kami 

betulkan menjadi kelurahan ... kelurahan atau Desa Su ... Sungai. 
 

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Nanti ... anu (...)  
 

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Ya. Sudah ... sudah dilakukan (...)  
 

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, sudah Anda ... sudah Anda renvoi ... ada renvoinya di situ? 
 

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Betul ... betul, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya. Jadi, sudah enggak ada masalah? Bukti PT-1 sampai dengan 

Bukti PT-43. 
 

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-
XIX/2021: AHMAD  

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.   
 

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Kemudian, Bukti PK-1 ... untuk Bawaslu, Bukti PK-1 sampai 

dengan Bukti PK-29. Betul? 
 

663. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Betul, Yang Mulia.  
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664. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nah, ini yang jadi ... masih ada catatan. Soft file-nya, keterangan 

tertulis tidak dapat dibuka.  
 

665. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Yang (...)  
 

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Nanti cob ... coba di ... anu ... ya, diselesaikan dengan 

Kepaniteraan, ya. 
 

667. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Ya. Tadi sudah di ... kami kasihkan untuk flashdisk-nya, Yang 

Mulia, sebelum sidang. 
 

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Flashdisk ... ya, tapi enggak bisa dibuka. 
 

669. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Yang baru sudah saya kasihkan. 
 

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Gimana? 
 

671. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 

 Yang baru sudah (...)  
 

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Oh, yang baru sudah diserahkan lagi? 
 

673. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Sudah, sebelum sidang tadi. 
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674. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Betul, ya? Yang Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang 

pegang? 
 

675. BAWASLU: ZAMRONI (KAB. LINGGA) 
 
 Flashdisk warna merah, Yang Mulia.  
 

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, nanti dicek, ya. Baik. 
 Jadi, itu. Kemudian,sigit yang terakhir Perkara Nomor 

127/PHP.KOT-XIX/2021. Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22? 
 

677. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: SIGIT NURHADI NUGRAHA 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Kemudian, Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti P ... 

Bukti PT-29? 
 
679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

127/PHP.KOT-XIX/2021: ATANG IRAWAN  
 
 Betul, Yang Mulia.   
 

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
 Baik. Kemudian, Bawaslu Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-30? 

 
681. BAWASLU: MANGIHUT RAJAGUKGUK (KOTA BATAM) 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Betul. Semuanya disahkan. 
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Ada yang belum disahkan buktinya? Sudah semua, ya? 
Baik. Kalau begitu, perlu saya sampaikan. Rangkaian persidangan 

awal dalam Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 
68/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021 
dianggap sudah selesai. Seluruh (...) 

 
683. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 

 
Majelis. 
 

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Apa?  
 

685. KPU RI: HASYIM ASY’ARI 
 
Hasyim, Hasyim. 
 

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
Pak Hasyim, ini waktunya ... nanti lain kali, Pak Hasyim.  
Jadi, untuk Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara 68/PHP.BUP-

XIX/2021, Perkara 127/PHP.KOT-XIX/2021 dianggap telah selesai. Akan 
disampaikan Majelis Panel, dilaporkan kepada RPH (Rapat 
Permusyawaratan Hakim) yang dihadiri oleh 9, bagaimana kelanjutan 
dari perkara ini. Ada 2 kemungkinan, perkara ini bisa dilanjutkan ke 
tahap pemeriksaan saksi, atau ahli, dan bukti-buktinya, pada waktu itu 
bisa bukti-bukti tambahan. Tapi bisa juga perkara ini kemungkinan 
dianggap sudah selesai dan kemudian diputus, dianggap sudah final, ya. 

 Ada yang akan disampaikan?andi 
 

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Mohon izin, Yang Mulia. 
 

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya? 
 

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Kami dari Pihak Pemohon Perkara 127/PHP.KOT-XIX/2021. 
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690. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 He eh. 
 

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Berdasarkan hasil persidangan sebelumnya yang kami juga baca 

di risalah sidang. Bahwa masih dapat kesempatan kepada semua pihak 
untuk mengajukan bukti tambahan. Dan kemarin kami juga sempat 
mengajukan bukti tambahan, tapi dari Pihak Kepaniteraan katanya tidak 
bisa diterima lagi kalau dari Pihak Pemohon. Mohon pendapat, Yang 
Mulia. Terima kasih. 

 
692. KETUA: ARIEF HIDAYAT 

 
 Lho begini, waktu awal persidangan yang pertama, di dalam 

persidangan saya sampaikan di awal. Kalau ada bukti tambahan 
diserahkan sekarang, batas waktu Pemohon menyerahkan bukti 
tambahan sebelum sidang yang pertama itu ditutup. Kalau setelah 
sidang ditutup, Anda mengajukan bukti tambahan, sudah tidak bisa 
diterima. Karena itu nanti akan ... misalnya Anda mengajukan sekarang, 
kasihan Termohon dan Pihak Terkait, enggak bisa merespons bukti 
tambahan itu, begitu lho.  

 
693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 
 
 Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Itu tidak adil. Oleh karena itu, sebelum Anda selesai persidangan 

yang pertama, itu silakan, lah kalau itu sila ... disilakan, pas sudah 
masuk, maka pada waktu Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu 
melakukan inzage, maka bisa lihat, ”Oh, ini ada bukti tambahan ini,” 
sehingga harus direspons. Begitu, ya? 

 
695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-

XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 
 
 Baik, Yang Mulia. Terima kasih. 
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696. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Tapi kalau perkara Anda nanti berlanjut ke sidang berikutnya, 

baru boleh mengajukan tambahan bukti lagi. 
 

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-
XIX/2021: ANDI RYZA FARDIANSYAH 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Begitu, ya? Sudah cukup?  
Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. 

 
 

 
 
 
 

 
Jakarta, 5 Februari 2021 
Panitera, 

        Muhidin 
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